,NOMOR‘:ig%'-'

dalam Wllayah hukum

pertambanga.n Kabupaten - Nias Utara

* merupakan kekayaan alam tak terbarukan

“gebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang

. mempunyai . peranan penting - dalam
~memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh
.karena- itu penguasaanya harus dikuasai

. oleh negara dan pemerintah daerah sesuai

“nilai | tambah - secara nyata : bagi

perekdnomién dalam wusaha. mencapai

. kemakmuran dan kesejahteraan

‘masyarakat secara berkeadilan;

: ya_ng



‘Mengingat -

'b. bahwa kegiatan usaha pertambangan

- mineral dan batubara -yang merupakan
kegiatan usaha pertambangan di luar panas

bumi, minyak dan gas bun:u serta air tanah
mempunyai  peranan.. penting dalam

- memberikan nilai tambah  secara nyata

. kepada pertumbuhan ekonom1 nasional dan

& pembangunan daerah secara berkelanjutan

" bahwa sesuai- ketentuan Pasal 8 ayat (1) -
huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2009 ‘tentang Pertambangan ‘Mineral - dan

' Batubara, - Pemerintah - Kabupaten/ Kota

mmeral , , . ,
bahwa berdasarkan pertjmbangan

_ ... sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b
- dan huruf c tersebut diatas, maka perlu

membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;

_'Un__dé'pg—Undéhg Nomor 5 Tahun 1960
tentang - Peraturan’ Dasar  Pokok-Pokok

Agraria © (Lembaran  Negara . Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor = 104, -

Tambahan Lembaran - Negara = Republik

Indonesia Nomor 2013);
" Undang-Undang Nomor &8 Tahun 1981

tentang Kitab Undang-Undang . Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia- - Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);



8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Utara di- Provinsi = Sumatera Utara
(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 182, -
Tambahan Lembaran Negara Repubhk e

IndoneSIa Nomor 4929)

9. ‘Undang—Undang Nomor & Tahun 2009_-. A
- . tentang Pertambangan. 'Mmeral ‘dan:

Batubara (Lembaran - Negara 'Republik g

" Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan -

el s - - Lembaran Negara '-f-Repub]ik .Indones"iai. =t
v - Nomor S049);.. . o el : S
; lO..Undang—Undang Nomor - 28 Tahun. 2009;,_,
... tentang Pajak Daerah’ dan Retnbu& Daerah Ehr

{(Lembaran- Negara
Tahun- 2009 Nomor 130, Tambahan

‘ 'Lembaran Negara Republik - Indone’ma, e
Nomor 5049); S T 1 e B b Bl Ho ol

" ] :jl,‘:.Undang-Undang ‘Nomor. 4 Tahun 201 e
'+ tentang Informasi’ Geospas1al x .

12.Undang—Undang Nomor 12. Tahun 2011 £
. tentang Pembentukan . Peraturan. .
Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik = Indonesia Tahun 2011 Nomior EE
-’82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

» Indonesm Nomor 5234);

- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
: 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- .
Undang Hukum Acara Pidana  (Lembaran -

Negara Republik indonesia Tahun 1983

. Nomor - 36, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indonesia Nomor -  3258)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum

 Acara Pidana (Lembaran Negara Republik

4



Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5145);

.Peraﬁiraﬁ Pemenntah Nomor - 27 Tahun

1999 tentang Analisis Mengenai Dampak

~ Lingkungan . (Lembaran - Negara ' Republik-
~-Indonesia: Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan - - -
- Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor»- SR

2001 tentang Pengelolaan Kuahtas Air dan =
Pengendalian ~ Péencemaran Air ' (Lembaran- -

 Negara . Republik Indonesia Tahun 2001

'Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara .

| 17

2005 -
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

\;._Daerah’ -(Lembaran: - Negara . Republik - -
: 2005 Nomor 165, .

Lembaran Negara Repubhk

2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara
" Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46,

18.

Tambahan - Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4624); '

Peramlﬁan- Pemerintah Nomor 38 Tahun

- .2007 . tentang Pembagian Urusan -
. Pemerintahan Antara _ Pemerintah,
. Pemerintahan  Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah  Kabupaten/Kota
(Lembaran = Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4737);



19,

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

" Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor

. 4833); ¢ i n e 4
. Peraturan Pémermtah Nomor 22 Tahun -

2010 tentang . Wilayah Pertambangan_” ol

‘(Lembaran Negara: Repubhk “Indonesia

o .Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor . s
- :5110);. 5

_..‘Peraturan Pemerintah Nomor - 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Keglatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

,-(Lembaran Negara = Republik ~Indonesia:

* Tahun 2010 - Nomor' 29, -Tambaha-n

2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan. Pengelolaan. dan

- Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral

" ’dan Batubara (Lembaran Negara Republik

- . Indonesia: .- Tahun 2010 - Nomor . 123,
. Tambahan = Lembaran Negara Rep_ublik
- Indonesia Nomor 3356); o

0]

' tentang - Pengesahan, Pengundangan dan

 Penyebarluasan Peraturan Perundang-
;Undangan '

Peraturan PrCSIden Nomor 1 Tahun 2007

. Peraturan’ Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk

: Hukum Daerah.

Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan

Pemenntah "‘Nomor ' 55 ’I‘ ahun:'fi



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAR PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
'KABUPATEN NIAS UTARA
Ci s s i dan :
BU'PATI NIAS UTARA

‘Menetapkan  : DAERAH f . TENTANG

'1.

- -'--»’-Dasar Negara-'Repu Indonesm Tahun 1945,
2.  Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
3. Pemerintah Daerah -adalah Bupati dan perangkat daerah
~ ‘sebagai unsur: penyelenggara Pemenntahan Daerah ’
4. Bupatiadalah Bupati Nias Utara.. .. .
S. Satuan Kerja Perangkat Daerah" yang selan_]utnya disebut
SKPD ‘adalah- Satuan Kelja Perangkat Daerah pada
- Pemerintah Kabupaten Nias Utara yang menangani dan atau
- mempunyai- - tugas . pokok dan fungsi’ pengelolaan
pertambangan mmeral di Kabupaten Nias Utara.
6. - Kepala Satuan Kerja - Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD pada Pemerintah:

‘Kabupaten Nias Utara yang memiliki wewenang' di lingkup
tugas dan - tanggung jawab_ pada bidang pertambangan
-mineral.

7. Tim teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu
‘Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis.
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17.

“baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan . dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan
pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan konstruksi,  penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan . penjualan
serta kegiatan pasca tambang. : -
Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk d1 alam :
yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan

kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan

Pertambangan bambara ‘adalah - pertambangan endapan‘ 4
karbon yang terdapat di dalam bu:ml, termasuk b1tumen.,
' padat, gambut, dan batnatigepal s be, - oot e s B ki
Usaha Pertambangan adalah keglatan dalam rangka .

keglatan penyehdlkan umum, eksploras1 stud1 kelayakan o

konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnlan o
'pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. .

“Eksplorasi adalah”tahapan’ “Kegiatan “usaha” pertambangan

‘untuk memperoleh ‘informasi secara terperinci. dan’ teliti -

tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas sumber .

"daya terukur dari bahan galian, serta mforma51 mengenal"

lingkungan sosial dan. lingkungan hidup. . ‘
Operasi produks1 adalah tahapan keglatan ‘usaha
pertambangan yang mehputl konstruksi, penambangan,

-pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan -~ dan

penjualan serta sarana pengendalian dampak hngkungan.
sesuai dengan hasil studi kelayakan. :

- Izin ‘Usaha Pertambangan yang selanjutnya dlsmgkat IUP:_

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. -
IUP Eksplorasi adaléh izin usaha yang diberikan untuk.
melakukan tahapan kegiatan penyehdlkan . umum,
eksplorasi, dan studi kelayakan.

IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan.
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk
melakukan tahapan keglatan operasi produk81



18.
19.°

20.

21.

22.
23

24,

25.

26.

"dan/atau kegiatan.

Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah
dan investasi terbatas. o _ -
Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan .
untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi
adanya mineralisasi. .. .. : 5
Studi ~ kelayakan adalah.  tahapan = kegiatan usaha
pertambangan  untuk  memperoleh informasi' secara rinci

‘seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan

ekonomis dan teknis usaha pertambangan, ternasuk AMDAL
serta perencanaan pasca tambang. ' S

Analisis Mengenai Dampak Lin‘gkungan,' yang selanjutnya

~ disebut AMDAL adalah kajian ‘mengenai dampak besar dan
penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan "

pada  lingkungan hidup yang diperlukan bagi. proses
pengambilan  keputusan tentang .penyelenggaraan usaha

Pengolahan dan pemlirhiah - adalah Vkegiatvan usaha
pertambangan .- untuk . meningkatkan A mutu : mineral dan

" batubara’ Serta’ untik  memanfaatkan - dan’ memperoleh -

mineral ikutan.> - 77 A .

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambaﬁgan untu
memindahkan mineral dan batubara dari.daerah tambang .

B ~ dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat '

penyerahan. -

Penjualan ‘adalah kegiatan -usaha 'pertambangan _uhtuk :

menjual hasil pertambangan mineral atau.batﬁlbara.' ,
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang’
tahapan usaha pertambangan untuk menata, meémulihkan,

- dan memperbaiki- kualitas lingkungan dan ekosistem agar
.dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Uang jaminan reklamasi adalah wuang jaminan Yang
ditetapkan berdasarkan besaran biaya reklamasi sesuai
dengan rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Kepala
SKPD. ' :



27

28.

20, -
" 30:
31.
32.
33.
. 34.
- 35,

36.

37.

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber
daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana
dan bagi sumber daya terbaru menjamin kesinambungan

persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan

kwalitas nilai dan keaneka ragamannya.
Wllayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah

'leayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya dlsebut WUP .l

adalah bagian dari WP yang telah mem]hkl ketersechaan* :

data, potensi, dan/ atau informasi geologi. : ,
Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya “disebut - -

WPR adalah bagian dari WP tempat dﬂakukan keglatan '

‘usaha pertambangan rakyat. 0 7 e laddee

Wﬂayah Izm Usaha Pertambangan yang selanjutnya dlsebut i

atur oleh peraturan dan perundang—undangan ‘pada

ketentuan .= pemegang - IUP - dikenakan : kegiatan
R 'pengusahaan pertambangan yarg terchn dar1 1uran tetap,“ e

1uran eksplorasi, iuran produk51 .......

pemegang TUP d]kenakan atas bahan mineral / kilo/ton / m3.

Iuran produksi adalah iuran yang dJkenakan atas produk31 '

bahan galian mineral tersebut.

Turan eksplorasi adalah iuran yang dlkenakan atas tahapan

kegiatan . pengusahaan pertambangan sebelum - tahapan

kegiatan operasi produks1

Iuran tetap adalah iuran yang ‘dikeriakan secara kontmyu
atas pengambilan bahan mineral yang dieksploitasi.
Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha yang
didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok
orang. '

10



38.

39.

40

41.

42,

Pemeﬁﬁt:'aif _aeraﬁ : Kabupaten Nias Utara yang hngkup‘

Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan milik
pemerintah daerah yang didirikan dengan Peraturan Daerah
berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah dengan modal seluruh atau sebaglan
merupakan kekayaan daérah yang dipisahkan.

. Kopera31 adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas

"Masyarakat “adalah sekelompok orang yang membentuk
sebuah s1stem se1m tertutup atau semi terbuka dJmana

tugas dan tanggungjawabnya di bidang pertambangan
mineral yang diberi wewenang khusus sebagai penwdlk

'~ sesual dengan ketentuan pemndang—undangan

i B -BAB IT'

v 'Pas‘al 2

(1) Maksud pengelolaan mmeral dan batubara memberikan

landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah
melakukan pembmaan pengawasan, pengendalian dan
penertiban terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara
di Kabupaten Nias: Utara

11



(2) Tujuan pengelolaan mineral di Daerah adalah:

a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
usaha pertambangan secara berdaya guna berhasﬂ guna
dan berdaya saing; '

b. meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mencxptakan
lapangan = kerja - untuk- sebesar—besamya kase]ahteraan
gleyatss i o s aa s TaAs TS

c. menjamin ' manfaat pertambangan " mineral secara ‘
berkelanjutan ‘dan berwawasan lingkungan; dan - - '

d. menjamm kepastlan hukum dalam penyelenggaraan keg1atan'

rakyat 3 i B D R et e LAY

mineral dan batubara sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

''''''''''''' BATUBARA
>>>>>>>> Pasal 4
(1) Kewenangan ' Pemenntah ' Daerah délam , pengelolaan
pertambangan mmeral dan batubara antara lain’ adalah
2. pembuatan peraturan. pemndang—undangan daerah;
b. pemberian - IUP/IPR; - pembmaan penyelesaian konflik
masyarakat  dan ‘pengawasan usaha pertambangan mineral

dan batubara;

12 -

+ () PemenntahaDaerah;berwenang menyelenggarakan pengusahaan



¢. pemberian [UP/IPR, pembinaan, penyelesaian konflik
masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi
produksi; : , _ i

d. penginventarisasian, ~penyelidikan dan penelitian serta
cksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi
mineral batubara; .

e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral serta
informasi pertambangan mineral dan batubara; Syl

f. pengembangan " dz emberdayaan masyarakat "'-éetempat'
dalam usaha pertambangan mineral dan batubara dengan

memperhatikan Kelestarian lingkungan;

- i. penyusunan neraca sumber daya
wilayah Daerai i

 j. penyampaian- mformaSIhasﬂ produksi, 'pe_ﬁjualal-'i, ‘dalam

negeri serta ekspor kepada menteri dan gubernur; dan

k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah Dearah dalam

" penyelériggaraan pengelolaar usaha pertambangan.

(2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
‘undangan‘._. P s : " . : :

' BABV e
' WILAYAH PERTAMBANGAN
~ Pasal 5

- (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan
" landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. A
(2) WP terdiri dari: - . o '
- a. WUP; :
b. WIUP; dan
c. WPR.

13



. : BAB VI
USAHA PERTAMBANGAN DAN JENIS MINERAL LOGAM,
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 6

dlgolongkan atas :

‘a. pertambangan mineral logam; N E s
b pertambangan mmeral bukan logam dan

a. IUP dan
b. IPR.

Bagian Kesa‘cu 1 e

Pa_sal7 R o B

¢ IUP terdiri atas dua tahap : ' 7o ¥ Bide Sadwtemdilon :
a. TUP. Eksplorasi - meliputi kegiatan penyehdlkan umum'
eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. TUP - Operasi Produksi meliputi kegtatan konstruks1
penambangan, pengolahan  dan pemurman - serta -
pengangkutan dan penjualan. .
(2) Pemegang IUP Eksplorasi.dan IUP Operasa Produks1 dapat
" melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagalmana
~ dimaksud pada ayat (1).
3) IUP Eksplorasi dan TUP Opera31 Produks1 terdiri atas :
a. mineral logam;

14



b. mineral bukan logam;
¢. batuan; dan/atau

d. batubara.
Pasal 8
o IUP d1benkan oleh Bupau kepada badan usaha kopera51 dan
: perseorangan e ey et e T :
: Pasal 9

(1) TUP Eksploras1 ‘sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 7 ayat (1)
Ahuruf a AMDAL (Analisa Mengenal Dampak ngkungan) wapb :

_'nama identitas pemohon .
: lokam dan luas WIUP

modal investasi;
; _]angkawaktu berlakunya tahap kegxatan e R Sl v LR R B

perpaJakan, 5

penyelesaian. persehsman, 3 ,

iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan : '

. peta topografi, peta geologl, peta sumber daya mmeral atau
batubara.
Penerimaan Negara bukan pa]ak yang terdiri dan juran tetap
dan juran produksi, UKL, UPL;

o,- Peta Topografi, Peta Geologi, Peta Sumber Daya Mmeral dan

Batubara, Peta Situasi ‘dan AMDAL. . ' .

T (2) JUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7-

' ayat (1) hurufb, wajib memuat ketenman sebagai berikut :

a. nama perusahaan,

b. luas WIUP; :

c. lokasi penambangan,;

d. lokasi pengolahan dan pemurnian;

z f".-.w‘*“"-*"?*qai-*’*@ P-‘sv'.c‘sv

P
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pengangkutan dan penjualan;
modal investasi;
jangka waktu berlakunya IUP;
jangka waktu tahap kegiatan;
penyelesalan masalah pertanahan;
dana jaminan reklamasi dan pasca tambang,

‘ perpanjangan IUpP; D e
hak dan kewajiban pemegang P A

. rencana’ pengembangan dan pemberdayaan masyarakat d=
sekiar WIUP;
perpajakan : : faen
penenmaan negara bukan pajak yang terdm dar1 iuran tetap '
dan iuran produksi; (B
penyelesaian persehsman .

. keselamatan dan kesehatan kerja;
konservasi mineral atau ‘batubara; -
pemanfa&an barang, ja.sa, dan. teknolog; dalam n\,gen

' penerapan kaidah - keekonorman ~-dan ketelcmkam‘
pertambangan yang balk ' :

g rms ot E@me

e R
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) _ pertambangan m_lneral atau batubara
. X, -peta topograﬁ peta geologl, peta sumber ‘daya mineral, pet:a'
. situasi;. B : -
Y, amdal/UKLUPL dan . ke
g rencana reklamas1 dan pasca tambang

bahan mineral looam, bukan logam batuan.

@ Pemegang: IUP/ IPR: yang ‘meénemukan mineral lam di dalarn
WIUP . _yang dlkelola .-. diberikan ‘prioritas untu_k
mengusahakannya EE

(3) Pemegang IUP/IPR yang bermaksud mengusahakan mineral lain

' sebagalmana dimaksud- pada ayat (2) wajib menga]uka_n
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" (4) TUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberi

(4) Pemegang IUP/IPR yang tidak berminat untuk mengusahakan
" mineral lain yang ditemukan, wajib menjaga mineral lain
tersebut agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. ‘

(5) Dalam mengusahakan hasil komoditas tambang lainnya yang

ditemukan, harus membentuk badan usaha baru.

‘Bagian Kedua
TUP Eksplorasi

(1) P ?Ekspldraéi ‘untuk pertambangan mineral logam dapat

(2) IUP .Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam

diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun. = .~

dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun
dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam

jangica waktu paling lama 7 (tujub) tahun.

(3) TUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan
. dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. .

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

o weene e .o Dagian Ketiga

. IUP Operasi Produksi

7 Pasal 12

(1) Setiap pemegang IUP. Eksplorasi dijamin untuk memperolch
[UP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha

_pertambangannya.’ - . -

(2) TUP Operasi. Produksi dapat diberikan kepada badan usaha,

koperasi, - atau ‘perscorangan atas hasil pelelangan WIUP o

mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil
kajian studi kelayakan.. ‘

17



Pasal 13

(1) WUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
masing 10 (sepuluh) tahun. R

(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan
logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10
(sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-
-masing 5 (lima) tahun. L R

(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan
logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling
lama 20 (dua puluh) tahun: dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali
masing-masing 10 (sepuluh) tahun. .. 0 0 o

(4y TUP Operasi Produksi untuk -pertambangan batuan dapat -

 diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan
 dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.

 (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara - dapat

diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan dapat diperpanj

- (sepuiluh) tahun. "1

v Baglan Keempat -

- Pertambangan Mineral -

S :Paragraf. 1
. Pertambangan Mineral Logam

WIUP mineral logam diberikan ‘képéda' badan usaha, koperasi, dan -
perseorangan dengan cara lelang. ‘ '
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Pasal 15

(1) Pemegang IUP Eksploras1 mineral logam diberi WIUP dengan
luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling ‘banyak
100.000 (seratus ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksploras& r_mneral
logam = dapat d1ber1kan IUP kepada pihak lam untuk

(3) Pemberian TUP sebagalmana dimaksud pada ayat (2) dﬂakukan :

setelah mempertlmbangkan pendapat dan pemegang 18]

pertama.

i Pemegang IU?Operam Produks1 mmeral logam diberi WIUP dengan :
luas pahng banyak 25 000 (dua puluh luna nbu) hekta:

o Paragraf 2
Pertamba_ngan Mineral Bukan Logam

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha
koperasi, dan perseorangan.. dengan cara permohonan wilayah
kepada pemben izin. - : :

, Pasal 18
(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP

dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu)
hektare

(2) Pada wﬂayah yang telah diberikan IUP Eksploras1 n:uneral bukan .
logam - dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah - mempermmba_ngkan pendapat dan pemegang IUP
pertama

19
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Pasal 19

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP
dengan luas paling banyak 5.000 (lima nbu) hektare.

Paragraf 3
_ Pertambangan Batuan ;

Pasal -20

‘paling banyak 5.000 (lima nbu) hektare :
(2) Pada Wllayah yang telah d1ber1kan IUP Eksplora31 batuan dapat

setelah mempertlmbangkan pendapat darl pemegang IUP
pertama, o s s i . ’

| Pa's'éiQQ” iy

: Pemegang IUP Opsra31 Produk31 batuan dlben WIUP dengan luas
; pa]mg banyak 1.000 (seribuj hektar. ‘ :

Bag13n Kehma
' Pertambangan Batubara :

Pasal 23

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan
perseorangan dengan cara lelang.
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Pasal 24

(1) Pemegang IUP Eksplorasi batubara diberi WIUP dengan luas
paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara
dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan
mineral lain yang keterdapatannya berbeda.

(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP
‘,pertama

' BAB VIII
i TATA CARA PEMBERIAN IUP EKSPLORASI -
DAN 0P OPERASI PRODUKSI L
Baglan Kesatu
LT Umum : PO TS R P i

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, yang bersangkutan
harus meng:ku’u prosedur Ielang menurut bentuk yang telah

Pasal 8 '

(2) Untuk mendapatkan IUP Eksplora31 mineral bukan logam

_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) -huruf b; yang
bersangkutan harus meéngajukan permohonan tertulis kepada
pemberi izin menurut bentuk yang telah ditetapkan.

(3) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi batuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, yang bersangkutan
harus mengajukan permohonan tertulis kepada pemberi izin
menurut bentuk yang telah ditetapkan. _

(4) Untuk mendapatkan IUP Eksplorasi batubara sebagamana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, yang bersangkutan
harus mengikuti prosedur lelang menurut bentuk yang telah

- ditetapkan oleh pemberl izin sebagalmana dJmaksud dalam
Pasal 8 '
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(5) Untuk satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan eksplorasi
diajukan satu permohonan IUP eksplorasi.

(6) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin haknya untuk
memperoleh [UP Operasi Produkm sebagai kelanjutan keglatan
usaha pertambangannya.

(7) Mekanisme penerbltan Iup. akan diatur dengan Peraturan
Bupati. '

Baglan Kedua
Persyaratan
, Pasal 26 .
Persyaratan. IUP Eksplora31 dan IUP Operas1 Produksi mehpuu _
: persyaratan 5 , i . _
a.. admlmstratlf
b. tekmisy 7 ¢ i s,
c. lingkungan;dan. . -....ownpo
d. finansial.: * ¢+ ARSI

26 hurufa a, untuk badan usaha mehputl _
a. untuk IUP Eksplora31 dan IUP Operas1 Produksi mineral
. logam 'dan batubara : £ s oy : ;
1. Surat permohonan Fomdi ‘
2. Susunan direksi dan. daftar pemegang saham dan
3. Surat keterangan domisili. -
b.. untuk TUP Eksploras1 dan P Operasi Produk31 mineral
- bukan logam dan batuan
1. Surat permohonan;
2. Profil badan usaha; - & - :
3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha '
pertambangan yang telah “disahkan oleh pejabat " yang
berwenang;
. Nomor pokok Wajlb pajak
. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
. Surat keterangan domisili.

QN Ul A

22



(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 huruf a untuk koperasi meliputi :
a. untuk JUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
logam dan batubara :
1. Surat permohonan;
2. Susunan pengurus; dan
3. Surat keterangan domisili. A
b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operas1 Produks1 mmeral %
bukan logam dan batuan : %
1. Surat permohonan; -
2. Profil koperasi; - ' ' ' :
. 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di blda.ng usaha
- pertambangan -'yang telah dlsahkan oleh pejabat yang x
berwenang;. 7
4. Nomor pokok Wapb pajak;
5. Susunan pengurus; dan -
- - 6. Surat keterangan domisili. !
(3) Persyaratan administratif sebagannana dimaksud ‘dalam Pasal

26 huruf a untuk orang perseorangan mehputl

1. Surat. permohonan ‘dan”
_ 2. Surat keterangan domisili.
S 3 untuk IUP Eksploras1 dan IUP Operasi Produksi mineral

1. Surat permohonan _‘
2. Kartu tanda penduduk;
3. Nomor pokok wajib- pajak dan
4. Surat keterangan domisili. "~
(4) Persyaratan administratif sebaga.tmana dimaksud dalam Pasal
26 hurufa. untuk perusahaan ﬁrma dan perusahaan komanditer
T R AR EEL L :
a. untuk IUP Eksploras1 dan IUP Operasi Produk81 mmeral
logam dan batubara :’ '
1. Surat permohonan :
2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
3. Surat keterangan domisili.
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b. untuk TUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral
bukan logam dan batuan :

- |
2.
3.

4
9.
6

Surat permohonan;

Profil perusahaan;

Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan;

. Nomor pokok wajl'b pajak;

Susunan pengurus dan daftar pemegang saham dan

. Surat keterangan domlsﬂl

' Pasal 28

Persyaratan tekms sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 26 huruf b

untuk

b. IUP
i.

@@P@N “

e

s ;geograﬁs hn
| sistedy'info

Operasi’ Produksi ‘méhputl
Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis

~lintang -dan - bujur. sesuai dengan ketentuan sistem
“informasi geograﬁ yang berlaku secara nasmnal :

- Laporan lengkap eksploras1
‘Laporan studi kelayakan

Rencana reklamasi dan pasca tambang; -

‘Rencana kerja dan anggaran biaya;

Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang

-kegiatan operasi produksi; dan

Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi
yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun :
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Pasal 29

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
huruf ¢ meliputi: "

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan di  bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hldup, dan

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi : : .

- 1. Pernyataan kesanggupan untuk- mematuhi ketentuan '

peraturan perundang-undangan di bidang perlmdungan

dan pengelolaan lingkungan hidup; dan ,
2. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang—undangan P =

Pasal 30 -
Persyaratan finansial sebagamlana d1maksud dalam Pasal 24 huruf -
d untuk: o : i '
a. IUP Eksplora31 mehputl

'keglatan eksploras1 dan ------------------ GEEL

2. Bukti pembayaran harga nﬂau kompensa31 data mformas1 ,
hasil lelang WIUP mineral logam. atau batubara sesuai
dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran

- biaya pencadangan wilayah -dan pembayaran pencetakan
peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas

" permochonan wﬂayah . _ :

b. IUP. Operasi Produksi, meliputi :
1. Laporan keuangan tahun terakhn' yang telah d.laudlt oleh
akuntan publik; :

2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhlr dan

3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai .

'~ penawaran lelang bagi. pemenang lelang WIUP yang telah
berakhir.
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BAB IX
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 31

Kegiataan Pertambangan Rakyat dikelompokkan sebagai berikut :
a. pertambangan logam; ' :
b: pertambangan bukan logam; G :

' ¢. pertambangan batuan; dan/atau
d. pertambangan batubara. -

o . 'BABX e
' TATA CARA PEMBERIAN 1ZIN PERTAMBANGAR RAKYAT

Pasal 32

(L) Bupaﬁ membenkan IPR terutama kepada penduduk sétémpat,'

koperasi.
{2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

* . pernohon.” wajib" ‘menyampaikan - surat- perm nohonan - kepada "~

Bupally ¢ A e e it
(3) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
' (4) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.
(5) Mekanisme penerbitan [UP diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

(1) Luas wilayah 1 (satu) IPR dapat diberikan kepada:
a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
dan/atau = ' SRR
c. koperasi paling banyak 10 (sepuluhb) hektar. . .
(2) IPR dapat diberikan untuk jangka waktu p ling lama 5 (lima),
tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2,5
" (dua setangah) tahun. - :
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Pasal 34

(1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat
dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR. ;
" (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi:
a. persyaratan administratif;
" b. persyaratan teknis; dan
c. persyaratan finansial.
(3) Persyaratan adm:mstra’uf sebagaimana dlmaksud pada ayat (2)
huruf a untuk:
a. orang perseorangan pa]mg sedJklt mehpuu
1. surat permohonan;
2. kartu tanda penduduk; -
-3. komoditas tambang yang dimohon; dan
4. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
b kelompok masyarakat pahng sed1k1t mehputl ‘
1. surat permohonan;
2. komoditas tambang yang. dJmohon dan
3. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat
c. koperas1 setempat pahng Sedlklt mehputl

3. akte pendman kopera31 yang telah d1$ahkan oleh pejabat
o _yang berwenang; S _ -
4. komoditas tambang yang dlmohon dan
5. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat.-
(4) Persyaratan ‘teknis sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b
~ berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai:
a.- pengambilan cadangan deposit yang berada di alirén sungai;
b. pengambilan material tidak dibibir sungai;
. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau
 permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh '
lima) horse power (hp) untuk 1 (satu) IPR; dan
d. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
(5) Persyaratan - finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf ¢ berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan
hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.
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- BAB XI
PENGGUNAAN ALAT PERTAMBANGAR

Pasal 35

Ketentuan penggunaan alat dalam IUP operasi produksi : _

a. pemegang IUP operasi produksi dapat menggunakan alat berat;

‘b. pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk operasi produksi ©
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila penggunaannya =~
diatas 50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan
atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh instansi yang

Pasal 36

Ketentuan penggunaan alat dalam IPR operasi produlksi i
_ a.. IPR operasi produksi dapat menggunakan alat pompa mekanik = ©
maksimal 25 (dua puluh lima) horse power (hp)/30 (tiga puluh)
.. paardekracht(pk); ... .. . '
. b. IPRopetasi produksi dilarang menggu _ SR
e pemakalanBahanBakarMmyak untuk operasi produksi. . -
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila penggunaannya
di atas.50 (lima puluh) liter/hari memakai surat keterangan

“atau rekomendasi yang. dikeluarkan oleh instansi yang .
 berwenang. AT IR T ‘ g

Pelaks_ai;aiéﬂ : usaha pertambangan mineral dan batubara harus
dilakukan sesuai sebagaimana tercantum dalam dalam Pasal 7 dan
Pasal 31. " - FEEy : : ’

- batubara dapat menimbulkan ‘bahaya merusak lingkun ’
. hidup, pemegang IUP dan IPR diwajibkan segera 'melil;(l)rﬁz;lai

| kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD terkait dan
: pén_al_lg'_gul_a}ngar_myg- dibebankan kepada pemegang IUP dan IPR. -
* (2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadaia.'
masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha

operasional pertambangéli. fsogatan
(3) Tata cara penghentian scbagaimana . dimaksud pada ayat (2)

- diatur dengan Peraturan Bupati.

7. Pasal40 -

Dalam pel_ak_'s".f\naan usal a;-pe‘_rtammmgan mineral dan bafubara
pembuangan .hmbah padat dan atau limbah cair, harus memenul'u3
_persyaratan-persyaratan . sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. =
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Pasal 38

(1) Pelaksanaan usaha pertamban'gan, mineral dan batubara

dimulai paling lama 3 (tiga) bulan sejak IUP dan IPR

dikeluarkan. :

(2) Apabila dalam jangka waktu. 3 (tiga) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat -(1) belum dapat -dimulai, pemegang izin
harus memberikan laporan tertulis' kepada Bupati disertai
‘alasan-alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. =

paatig e

'(1)_Apabila dalam pelaksanaan ‘usaha L'pertambéngan mineral dan

batubara dapat menimbulkan 'bahaya merusak ‘lingkungan
_hidup, pemegang IUP dan IPR diwajibkan segera melaporkan

" kepada Bupati dengan tembusan kepala SKPD terkait dan

" penanggulangannya dibebankan kepada pemegang IUP dan IPR.
(2) Apabila terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian terhadap

masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena usaha
an batubara, Inspektur Tambang atau

i~ dan -diberi wewenang 'khusus. pada

bidang " ‘ pertambangan . ‘dapat = menghentikan kegiatan
operasional pertambangan.

(3) Tata cara penghentian sebagaimana. dimaksud pada ayat (2)

* diatur dengan Peraturan Bupati..

Dalam pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara,
pembuangan limbah padat dan atau limbah cair, harus memenuhi
~persyaratan-persyaratan . sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. ‘ : L
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Pasal 41

- Pembelian, penynnpanan penimbunan, pengangkutan,
penggunaan, pemusnahan dan pemindahtanganan bahan peledak
dalam usaha pertambangan mineral dan batubara harus
mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

'DATA PERT_AM_BANGAN

“Pasal 42

Untuk menunjang penylapan _WP dan pengembangan ilmu .
pengetahuan dan teknologi pertambangan Menteri atau gubernur -

- sesuai dengan kewenangannya dapat menugasi lembaga riset

negara dan/atau daerah untuk melakukan penyelidikan dan -

penehtlan tentang pertambangan

(1) Data ' yang d1peroleh dan kegxatan usaha pertambangan

; merupakan data milik Pemerintah dan /atau pemermtah daerah.

 sesuai dengan kewenangannya.
(2) Data usaha pertambangan yang dimiliki pemerintah daerah

~wajib- disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data "

pertambangan tingkat nasional.

~ (3) Pengelolaan - data.- sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dlselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemermtah daerah
sesuai-dengan kewenangannya.
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Pasal 44

Ketentuan mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan
~ penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan pengelolaan
data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang—undangan

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG op DA.N IPR

Baglan kesatu
Hak Pemegang IUP

(3) Pemegang TUP berhak mem1hk1 xmneral termasuk mmeral atau

batubara ikutan yang telah diproduksi apablla telah memenuhi

iuran eksplorasi dan iuran produksi, kecuali mineral ikutan

radioaktif (dlsesualkan s1tua31 dan kondisi untuk kajmn leblh
‘ dalam)

Pasal 46
Pemegang IUP | dxjamm hakilya'_ untuk nielakukén usaha
: pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Bagian kedua
Hak pemegang IPR

Pasal 47

Mendapatkan pembmaan dan pengawasan dibidang keselamatan

dan kesehatan kerja, lingkungan, tekms pertambangan dan ‘

manajemen dan P¢m¢rintah Daf_:rah.

Bagian ketiga e
Kewajiban P(;megang IUP

Pasal 48

(1) Pemegang 0P udak boleh men:undahkan IUP— nya kepada Ll

_ pihaklain.

(2) Untuk - pengaliha.n kepermhkan dan/atau saham - dﬂakukan

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengalihan . - ‘kepemilikan  dan/atau . _sgham  sebagaimana

dimaksud’ .a’da ayat. (2)‘hanya' dapat dilakukan: dengan syarat iy
‘a. harus ‘- memberitahu ~ kepada ~Bupati. sesuai -dengan . .

kewenangannya; dan

- b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan' ,

. perundang-undangan.
(4) Pemegang TUP wajib :
a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

B mengelola keuangan sesuai dengan - sistem akuntansi

- Indonesia; :
c.  meningkatkan mlau tambah sumber daya mineral;
d. melaksanakan : pengembangan dan pemberdayaan

_ masyarakat setempat; dan

e. mematuhi batas: toleran31 daya dukung hngkungan

f. melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja pertambangan, pengamanan teknis dam
lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang
berlaku dan petun_]uk-petun]uk dari pelaksanaan inspeksi
tambang daerah ,
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g. memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan,
mencegah kerusakan tanah dan jalan;
h. mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah
ditambang dan atau reklamasi;
. melakukan penanaman kembali/reboisasi;
j. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan
- usahanya kepada Bupati setiap 3 {tiga) bulan sekali;
k. memberikan laporan Kepada Bupati lewat Kepala SKPD yang
secara teknis membidangi —pertambangan mineral - atas
penemuan galian dan barang berharga yang tlda_k
disebutkan dalam IUP; :

(5) Pemegang TUP wajib menjamln penerapan standar dan baku
mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah. -

(6) Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya
dukung sumber daya air yang bersangkutan ‘sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan :

" rencana pasca tambang pada saat méngajukan permohonan [UP-
Operasi Produksi. :

~ (8) Pemegang IUP wajib menyedmkan dana Jarmnan reklama31 dan

" ! dana jaminan pascatambang: s irihnos s s i

(9) Sebelum meninggalkan - bekas. Wﬂayah pertambangan, baJk' o
karena pembatalan maupun karena hal lain, pemegang IUP
harus terleblh dahulu melakukan ‘usaha-usaha pengamanan

keadaan tanah di sekltarnya yang dapat membahayakan
keamanan umum.

_Pas_é_i_ 49

. (1) Pemegang IUP weg1b menerapkan kaidah teknik pertambangan

' yang baik yang diantaranya melaksanakan :

a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kexja pertambangan

b. keselamatan operasi pertambangan;

c. pengelolaan dan - pemantauan lingkungan pertambangan
termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;

d. upaya konservasi sumber daya mineral;
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Nt

e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha
pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai
memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas
ke media lingkungan.

Pemegang TUP wajib mengelola keuangan sesuai dengan sistem

akutansi Indonesia, meningkatkan nilai tambah sumber daya

" mineral, melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan -

masyarakat ‘setempat dan mematuhl batas - toleran81 daya

‘ dukung hngkungan '_

Bagian Keempat
Kewajlban Pemegang IPR

i Pemegang IPR Wa]lb
a. melakukan kegiafan penambangan pahng lambat 3 (tiga) .

. bulan setelah TPR diterbitkan;
b. mematuhi peraturan' perundang—undangan di bldang'
pertambangan

mengelola lmgkungan h1dup bersama Pemerintah Daerah
»membayar 1uran tetap dan 1uran produksi pendapatan
daerah; dan - ' '

e. -menyampaxkan lapbran pelaksanaan keg1atan usaha‘

(tiga) bulan sekali. :
Selain - kewajiban' sebagalmana dimaksud pada ayat (1),

pemegang IPR dalam me_lakul__{an kegiatan pertambangan rakyat
~ wajib mentaati persyaratan teknis pertambangan.




BAB XV
MASA BERAKHIRNYA DAN PENCABUTAN IUP/IPR

: P_asal Ol

(1) ITUP/IPR berakhir karena.: . .
a. dikembalikan; '

b. dicabut;dan =
c. habis masa berlakunya, s ' ; '

(2) IUP/IPR berakhir karena dlkembahkan sebagamlana dimaksud
pada ayat (1) ‘huruf - a,” dilakukan oleh pemsegang IUP/IPR
kepada: Bupatl dengan pernyataan tertuhs dlserta1 alasan yang
J elas S alter S SSRGS SIS

a. pemegang IUP/ IPR ttdak memenuhl kewajlban yang

, undangan' DT
b. pemegang IUP/ IPR melakukan tmdak p1dana sesuai dengan'
Undang—Undang, damy. o ;

dlmaksud pada ayat (1) huruf c, [UP /IPR habis jangka waktunya
dan t1dak dlajukan permohonan pemngkatan atau perpanjangan

...... BABXVI :

(1) Hak atas WIUP atau WPR tidak mehputl hak atas tanah
permukaan B o

(2) Kegiatan. usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada
tempat' yang d]larang untuk melakukan kegiatan usaha
pertambangan sesual dengan ketentuan peraturan perundang—
undangan
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(3) Keglatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 33

Pemegang IUP Eksploras1 hanya dapat’ me]aksanakan keglatarmya
setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 54

_ (1) Pemegang IUP sebelum melakukan keglatan operasi produksi

wajib menyelesaikan hak  atas tanah dengan pemegang hak

2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - .

. (2) Penyelesalan hak atas tanah sebagalmana dimaksud pada ayat
~ (1) dapat dilakukan secara bertahap sesua1 dengan kebutuhan _
- atas tanah oleh pemegang IUP.

5 Pasal 55

: Pemegang UP sébagalmana dlmakSud dalam Pasal 51 dan Pasal 52' : e

yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang
tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai. dengan ketentuan N

ik ‘peraturan perundang—undangan
Pasal 56

. Hak atas.. IUP ‘atau. IPR bukan merupakan pemlhkan hak atas
tanah.

""" BABXVH

Pasal 57

(1) Pemegang ‘TUP Wajlb membayar pendapatan negara dan
pendapatan daerah :
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Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan daerah sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) terdiri
atas :

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah; dan

c. pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dlatur lebih

lanjut dengan Peraturan Daerah tersend1n

()

(2)

P'EMBINAAN PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT ’

: Pasal 58

Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab

melakukan  pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan

‘kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan ‘oleh pemegang

IUP dan IPR.

Pembinaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan
- usaha pertambangan; : :

b. pemberian bimbingan, superv1s1 da_n konsulta31

- e pendldlkan dan pelatihan; dan

3)

d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan
‘evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha
pertambangan dibidang mineral.

Pengawasan sebagaimana dJmaksud pada ayat ( 1) mehputl

teknis pertambangan

pemasaran;

keuangan;

pengolahan data mineral;

konservasi sumber daya mineral;

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;

keselamatan opera31 pertambangan ’

®Mo Ao op,
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h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca
tambang;

i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan
rekayasa rancang bangun dalam negeri.

j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;

k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;

1. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi
pertambangan;

m. kegiatan-kegiatan = lain dibidang keglatan usaha

pertambangan yang menyang,kut kepenﬁgan umum;

‘n. pengelolaan IUP; dan

@)

G

(1)

©

(M

- 0. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan
Untuk pelaksarniaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemegang IUP wajib menerima kedatangan petugas,
pengawas dan memberikan data yang dlperlukan o
Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) diatur 1eb1h 1an3ut dengan Peraturan Bupatt :

Pasal 59

keglatan usaha pertambangan berhak
a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam
' pengusahaan Kkegiatan pertambangan sesuai dengan
© peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan
b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian
akibat’ pengusahaan pertambangan yang menyalah1
ketentuan. :
'Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagalmana
dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan berpedoman - pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. - ,

BAB XIX
JAMINAN REKLAMASI

Pasal 60

Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
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Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi
dan pascatambang.

Dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang IUP wajib
menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan
pascatambang

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak
ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan
dana Jarmnan sebagalmana dJmaksud pada ayat (1) dan ayat

- (2)-

Ketentuan sebagaxmana dJmaksud pada ayat (4) diberlakukan
apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan

_ pasca tambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

(D

)

3

(1)

Ketentuan lebih lanjut mengenal dana Jamman reklamasi dan

Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan
reklamas1 pemegang IUP Wajlb membenkan besaran uang

rencana tambang. -
Bentuk jaminan reklamas1 sebagalmana dimaksud pada ayat
{1} - berupa Bank Garan81/ Jaminan bank ditempatkan pada

‘bank pemerintah yang’ dltunjuk oleh  Bupati atas nama

pemegang IUP, dan pencairannya atas rekomendasi - Bupati,”

. setelah pemegang IUP melaksanakan reklamasi.

Apabﬂa pemegang I[UP tidak melakukan kegiatan reklama& ;
sesuai dengan waktu yang telah: ditentukan, maka uang
jaminan menjadi hak Pemerintah Kabupaten yang digunakan
untuk biaya reklamasi.

| Pasal62

Reklamasi  sebagaimana disusun dalam rencana reklamasi,
memuat rencana reklamasi tahunan dan rencana reklamasi

~ keseluruhan pada akhir penambangan yang dituangkan dalam

uraian rencana reklamasi.
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{2)

®

@

(1)

2)

Materi rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi:
a. peta reklamasi dengan skala 1 : 10.000;
b. pematangan lahan;
c. penirisan; :
d. penanggulangan erosi;
e. pengelolaan lahan;
f. pembiayaan reklamasi;
g. pemeliharaan pasca reklamasi; dan & e
h.jadwal pelaksanaan reklamasi secara bertahap —yang
disesuaikan dengan kemajuan kegiatan penambangan dan
terintegrasi dengan jadwal rencana penambangan.
Komponen pembiayaan sebagaunana dlmaksud pada ayat (2)
huruf {f) meliputi : :
pembongkaran fasﬂltas tambang, 4
: penataan lahan : s
. inobilisasi dan demob1hsam alat berat; dan o
. biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun sejak
- reklamasi dinyatakan selesai.

opp o
3%
@R
. D
?-3

‘Khusus untuk penambanga’n‘ yang: dﬂakukan pada lokasi yang SR

dikuasai - berdasarkan - kexjasama rencana reklamasi
dlsesualkan dengan perjanjian kerjasama antara pemegang

Pasal 63

Setiap tahapan ‘atau keseluruhan pelaksanaan reklamasi
dinyatakan memenuhi syarat dan selesai setelah dilakukan
pemeriksaan oleh SKPD yang secara teknis membidangi
pertambangan mineral.

Hasil pemeriksaaan. - dltuangkan dalam ‘Berita Acara
Pemeriksaan reklamas1 ‘dan hasilnya d1sampa1kan kepada
Bupati.
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BAB XX
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 64

(1) Dalam pelaksanaan  kegiatan, = pemegang IUP wajib
memberdayakan masyarakat setempat dengan cara :

a. setiap pemegang IUP mempnontaskan kelkutsertaan tenaga
kerja dari lingkungan setempat. -

b. setiap' pemegang IUP ikut -serta memngkatkan kegiatan
sosial; ekonomi dalam rangka menunjang kemakmuran serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

~ (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.

{3) Tata cara. pemberdayaan -masyarakat - sebagiamana dimaksud -

pada ayat (1) d1atur Ieblh lanJut dengan Peraturan Bupati.

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan
sanksi administratif. kepada pemegang IUP atau IPR atas

' pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -
ayat (3), ayat (4), Pasal 46 ayat (4), ayat (6), ayat (7) ayat (8)
Pasal 47, Pasal 48 atau Pasal 55 ayat (1)

(2) Sanksi’ adxmmstratlf sebagamlana dn:naksud pada ayat (1)
berupa:
a. peringatan tertuhs :
b. penghentian sementara sebagian atau seluruh keglatan

eksplorasi-atau operasi- produksi; dan / atau

: c. pencabutan IUP atau IPR. :

(3) Tata cara pemberian sanksi. administratif sebagiamana

dimaksud pada-ayat (1) ‘ditur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupau
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BAB XXII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan vtanggung
jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus
sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan’

perundang-undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil s'eb_agéjm&a dimaksud pada ayat.
(1) berwenang : ol b ; 7 '

a.

pertambangan;

- usaha pertambangan ;- _

melakukan pemeriksaan ~atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan  dengan - tindak pidana dalam

kegiatan usaha pertambangan; e R S
melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang

diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha
pertambangan; i R o doowc i

memanggil dan/atau mendatangkan ‘secara- ﬁaksa orang - -

untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka

dalam . perkara  tindak . pidana kegiatan usaha

LS e STy

menggeledah  tempat dan/atau sarana yang diduga
digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan

melakukan pemeriksaan sarana dan ‘prasarana kegiatan
usaha pertambangan dan . menghentikan = penggunaan
peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan. tindak

‘pidana; o : :
. menyegel dan/atau menyita alat ‘kegiatan ~usaha .
pertambangan mineral yang digunakan untuk melakukan - '

tindak pidana sebagai alat bukti;

‘mendatangkan dan/atau meminta banfuan_ tenaga ahli yang
diperlukan - dalam hubungannya dengan pemeriksaan
' perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan

mineral; dan
menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan mineral.
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Pasal 67

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam
kegiatan usaha pertambangan mineral. ' _ :

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan
hasil penyidikannya .kepada pejabat polisi negara Republik
Indonesia sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-
undangan. . ‘ e

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat

~cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak

. pidana. » T i =

" Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

‘ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

' BAB XXIN

* Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP atau
. IPR ‘sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 30 ayat .
(1), atau Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling -

lama 10 - (sepuluh) tahun dan denda paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). R o

Pasal 69

Setiap orang atau pemegang IUP. Operasi Produksi . yang
menampung, . memanfaatkan, melakukan  pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral yang bukan dari
pemegang IUP atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah). : : 2
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Pasal 70

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini
dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan
denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan
terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan
pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan

 maksimum pidana denda yang dijatuhkan. -
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), :
- badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa 5 ‘
a. pencabutan izin usaha; dan/atau =
b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 71”

- Selain ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 66 dan Pasal |

© .67 kepada pelaku tmdak pldana dapat dikenai pldana tambahan -

TBertpaz: L o T R BT R T e S s
a. perampasan barang yang dlgunakan dalam melakukan
t1ndak p1dana

dan/ ata A S e IR R L
c. kewajiban membayar blaya yang timbul aklbat tmdak
- pidana. . o . .

- ~ Pasal 72
Setiap orahg yang 4mengelu'arkan IUP IPR, atau iUPK “yang
bertentangan dengan Peraturan ini+ dan menyalahgunakan .

kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun
penjara dan denda pahng banyak Rp200 OOO 000,00 (dua ratus juta

- rupiah).



BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, TUP yang sudah ada
dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya
sepanjang. tldak bertentangan dengan Pera‘curan Daerah ini.

A AR R
KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 74

_Ketentuan leblh lanJut -dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
.mengena1 teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati:

Pasal 75

Agar _ supaya se’uap orang mengetahumya memenntahkan-' e

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten N1as Utara

Dxtetapkan di Lotu
pada tanggal Ot Okidbosx 20\2

- BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

'EDWARD ZEGA

LEMBARAN. DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2012 NOMOR € SERI & P
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L.

PENJELASAN
- ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
NOMOR 6@ TAHUN 2012

TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
PENJELASAN UMUM

' Dalam rangka pembmaan dan pengawasan terhadap
Usaha Pertambangan - Mineral dan ~Batubara ' berdasarkan

" pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, maka

Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Utara dipandang perlu
menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mmeral

dan Batubara di Kabupaten Nlas Utara '

sepenuhnya menjadi urusan rumah' tangga Pemerintah
Kabupaten dan oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Nias

Utara ‘enerbitkan - Peraturan ‘Daerah tentang ‘Pertambangan ..

Mineral dan Batubara. di Kabupaten Nias Utara yang mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang
'Pelaksanaan‘ K_eg;atanl Usaha Pertambangan Mineral dan
,Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dan sesuai -

 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral Dan Batubara, maka Pemerintah Kabupaten Nias Utara -
memandang perlu untuk menetapkan - Peraturan Daerah
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Nias
Utara. - ' . L

I PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas '

Pasal 2

Ayat (1)



Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b _
_ Cukup jelas
Hurufc. -
- Cukup jelas -

Huruf d o :

" Yang dnnaksud dengan asas berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan adalah asas yang secara
' terencana -~ mengintegrasikan  dimensi - ekonomi,
lingkungan, ‘dan sosial budaya dalam keseluruhan
- usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
mewujudkan kesejahteraan‘ masa klm dan masa

Cukup_]elas L

Ayat{l) ..........
Hurufa S
‘Cukup Jelas :

Cukup Jelas o
‘Hurufc - E

Cukup Jelas '
‘Hurufd S
e Cukup.lelas.
Huruf e :
Cukup Jelas Ie
Huruff A

Cukup Jelas

Huruf g-

Cukup _]elas

Hurufh :
Cukup jelas - -
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" Pasal 7

Huruf1i
Cukup jelas .
Hurufj
Yang dimaksud dengan “Menteri” adalah Menterl
" Energi Sumber Daya Mineral. '
Yang dimaksud dengan “Gubernur” adalah Gubernur

Sumatera Utara.
Hurufk
Cukup jelas

Ayat (2}
Cukup jelas

. Pasal 5

CHkp jetas - o R e B
Pasal 6 - [kl A i
Cukup jelas :
- Cukup Jelas
Pasal 8 : - -
Perseorangan dalam ketentuan ini adalah Warga Negara
IndoneSIa

rmhk negara dan badan usaha nuhk daerah
Pasal9
Ayat (1)~
- Hurufa
: Cukup Jelas;
' Huruf b
" Cukup jelas.
Hurufc '
Cukup jelas.
Hurufd
 Jaminan kesungguhan dalam ketentuan ini termasuk
biaya pengelolaan lingkungan akibat keglatan eksplora31
Hurufe -
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
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Cukup jelas.
Hurufh
Cukup jelas.
Hurufi
Cukup jelas. -
Hurufj
" Cukup jelas.
Cukup jelas. -
.Hurufl” _
 Cukupjelas.
‘ Huruf m

Ayat (2) v
_Cukup Jelas P,

Pasal,l'(), i :

Cukup jelas

: Pasal § § e S I

O Ayat(n) AL ‘
Ketentuan batas waktu tersebut bisa dlbenkan tldak. &
secara maksimal selama 8 (delapan) tahun, namun
disesuaikan dengan kond131 luas. lahan yang dlbenkan
untuk eksploras1 o

Ayat (2) - C ‘
Ketentuan . batas - Waktu pertambangan mmeral bukan
logam bisa diberikan tidak secara maksimal selama 3 (tiga)
tahun dan untuk batas waktu pertambangan mineral
bukan logam jenis tertentu bisa diberikan tidak secara
maksimal selama 7 (tujuh) tahun, namun disesuaikan
dengan - kondisi luas lahan yang diberikan untuk
eksplorasi. - S - '

Ayat(3)
Ketentuan batas waktu tersebut bisa dlbenkan tidak
secara maksimal selama 8 (delapan) tahun, namun
disesuaikan dengan kondisi luas lahan yang diberikan
untuk eksplorasi. '
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‘Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1) : ' ’
Ketentuan batas waktu tersebut bisa dlbenkan tidak
‘secara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, namun
disesuaikan “dengan kondisi luas lahan yang dlbenkan
untuk operasi produksi. :
Ayat (2) -
Ketentuan batas waktu tersebut bisa d1berxkan tidak secara
maksimal selama 10 (sepuluh) tahun, namun disesuaikan
. dengan kondls1 luas lahan yang diberikan untuk operas1
produksi. . _
Ayat @)

Ketentu.an batas Waktu tersebut bisa d1benkan Udak %

‘secara maksimal selama 20 (dua puluh) tahun, namun

-disesuaikan dengan kondisi - luas -lahan yang diberikan

untuk operasi produksi.
Ayat (). s

maksimal - selama 5 (lima) tahun, namun. disesuaikan
dengan kondisi luas lahan yang dlbenkan untuk opera31
- produksi.
Pasal 14
. Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
. Pasal 17
. Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
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Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jéléé . :

Pasal 25

Pasal 27

Cukup jélés c

Pasal 28

 Pasal 29
Cukup jelas

. Cukup jelas
Pasal:32.: -« -

Cukup jelas .

Pasal 33

Cukup Jelas '

Pasal 34 =

- Cukup Jelas

Pasal 35
Hurufa

Cukup jelas-

Huruf b :

- Yang dimaksud dengan “Instansi Yang Berwenang”

adalah Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang tugas

pokok

fungsinya

bidang  perindustrian,

- perdagangan, koperasi dan UMKM.
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- Pasal 39.

Pasal 36
Hurufa
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dJmaksud dengan “Instan& Yang Berwenang’
adalah Dmas /Lembaga Tekms Daerah yang tugas
pokok ~ fungsinya  di bidang perindustrian,
; perdagangan, kopera31 dan UMKM & T
Pasal 37
Cukup jelas _’ ‘ = :
Cukup jelas SR SR s L ey '

Ayat (1) , v
‘Cukup jelas = e e
Ayat (2) S ER R e ey
Yang dJmaksud dengan ”Inspektur Tambang” adalah '
’S1p11 yang -diangkat dan ditugaskan secara

Tambang sesua1 dengan ketentuan peraturan - perundang—

_ undangan yang berlaku
Ayat BEi i e pivhara sy ;
Cukup Jelas RE SRS

.. Pasal 40
" Cukupjelas gk e E B _
sl A o g i g
. - Cukupjelas - il ik
Pasal 42 . . {8 S s
Cukupijelas - . 100508y
Pasal 43 o
. Cukup jelas =
Pasal 44 =
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
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Pasal 67

Cukup jelas
Pasal 68

Cukup jelas
Pasal 69

Cukup jelas
Pasal 70.

Cukup jelas
" Pasal 714 4h )

Cukup jelas.

Pasal 72:%7
N Cukup _]elas
Pasal 73
o Cukup _]elas

. Pasal 74

.................................
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